PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
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DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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6 P'eraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877):

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
L GahH <, Ly, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
/’s‘j\ ' ““ \Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
W e\
// Q(i‘.‘:kﬁ?ﬁ‘-‘}:ﬁ, ZPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
RN “os"™%| spblayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
\ Qv

SAT PINTU
\eb ahun 2014 Nomor 221);

7408 }Eu‘»‘_l)v:}’."Pcraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016
=~—="  tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor

89),

12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Labuhanbatu Utara,

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara
Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu ;

14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/709/DPM-
PTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Perzinan Berusaha
dan NonPerizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

onan Perpanjangan Operasional PAUD KUNTUM MELATI

asun I Emplasmen Kelurahan/Desa Perkebunan
Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu
IDLH/VIIl/2023 tanggal 20 September
panjangan lzin Operasional Pendidikan

dari Dinas Pendidikan Kabupaten
1.9/170.PAUD dan PNF/2023 tanggal |

: didikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
'PNF/2023 'umggpl 4 Desember 2023
Perpanjangan lzin  Operasional

|
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MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN K IAS 'ANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
P . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMA UTARA TENTANG

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU : b
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PAUD KUNTUM MELATIL

KESATU - Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

NamaUsaha/Perusahaan : PAUD KUNTUM MELATI

Alamat Usaha/Perusahaan Dusun | Emplasmen .
Kel./Desa Perkebunan Labuhan Hajn

Kec. Kualuh Hulu

1209220065162

PAUD KUNTUM MELATI

Kelompok Bermain

P. 85132

Dusun | Emplasmen

Kel./Desa Perkebunan Labuhan Haji

Kec. Kualuh Hulu

Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Nama Satuan Pendidikan
Program Satuan Pendidikan
KBLI

Lokasi Izin

P e —————

lzin Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
berlaku sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember

Je 2026.

KEDUA

KETIGA . Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal , diajukan 3 (tiga)
b bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

KEEMPAT . lzin Operasional ini menadi dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan
Nonformal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

KELIMA . Pimpinan lembaga Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan

hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

KEENAM : lzin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KETUJUH - KFP““‘S?“ ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekelinuan di dalamnya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun

6 Desember 2023

’ CABUHR TU UTARA
S PENANAMAN MODAL
VAN TE‘R.PADU SATU PINTU

]

/a)
14 199403 1 002

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

